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ABSTRAK -

Dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan
Nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada
khususnya, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim
usaha vyang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha,
mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang
seluasluasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Pembinaan dunia usaha Nasional diarahkan untuk menciptakan
iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara
usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang
peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan
sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya Kamar Dagang dan
Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan
kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai
pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi
dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di
bidang ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33
UUD 1945. Selain itu juga, Kamar Dagang dan Industri juga merupakan
wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan
Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah
perdagangan, perindustrian, dan jasa. Sehubungan dengan hal-hal
tersebut, maka perlu adanya UU tentang Kamar dagang dan Industri.

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal
20 ayat (1), dan Pasal 33.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: kamar dagang dan industri
adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang
perekonomian yang berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Kemudian, kamar dagang dan industri bertujuan a. membina dan
mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha
Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam
kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka
mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan
tertib beradasarkan Pasal 33 UUD 1945; b. menciptakan dan
mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan
yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional. Untuk



CATATAN

mewujudkan tujuan tersebut terdapat kegiatan — kegiatan yang
dilaksankan oleh kamar dagang dan indutri, antara lain, sebagai berikut : a.
penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang
ekonomi kepada pengusaha Indonesia; b. penyampaian informasi
mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang
dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional,
kepada Pemerintah dan para pengusaha; c. penyaluran aspirasi dan
kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan
jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang
ekonomi; d. penyelenggaraan pdndidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan
kemampuan pengusaha Indonesia; e. penyelenggaraan dan peningkatan
hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling
menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan
keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi
lainnya; f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak
serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha
Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara,
koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan
berusaha; g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama
antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan
kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai
dengan tujuan Pembangunan Nasional; h. penyelenggaraan promosi dalam
dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha; i. pembinaan
hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha; j.
penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta
mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup. Terakhir, dalam hal pengawasan Pemerintah melakukan
pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan
ketentuan dalam undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan
ekonomi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari
1987.
Penjelasan : 5 him.



